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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi
sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan
dilakukan
kelembagaan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir menjadi

teknologi nuklir, perlu perubahan
Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;

bahwa perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah mendapat rekomendasi dari Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3752/D/OT/2020,
tanggal 30 Desember 2020, hal Rekomendasi Perubahan
Bentuk Sekolah Tinggi Nuklir

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, dan persetujuan

Teknologi menjadi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi melalui Surat Nomor B/642/M.KT.01/2021
tanggal 29 Juni 2021;

bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir

Indonesia;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang selanjutnya

disebut Poltek Nuklir adalah perguruan tinggi di



2021, No.1210

lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Riset dan Inovasi Nasional.

2.  Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan
tridharma perguruan tinggi di lingkungan Poltek Nuklir.

3. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI
adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan

nonakademik untuk dan atas nama direktur.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Poltek Nuklir berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(2) Pembinaan Poltek Nuklir secara teknis akademik
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan
pembinaan secara teknis operasional dan administratif
dilaksanakan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi
Nasional.

(3) Poltek Nuklir dipimpin oleh Direktur.

Pasal 3
Poltek  Nuklir mempunyai tugas menyelenggarakan
pendidikan vokasi di bidang teknologi nuklir dan jika
memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi

di bidang teknologi nuklir.

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Poltek Nuklir menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program pendidikan, dan
anggaran,;
b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di

bidang teknologi nuklir;
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pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
pelaksanaan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan
pendidikan vokasi di bidang teknologi nuklir;
pelaksanaan sistem pengawasan internal;

pelaksanaan pembinaan  sivitas akademika dan
hubungannya dengan lingkungan;

pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat;
pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaaan,
dan alumni;

pelaksanaan administrasi umum dan keuangan;
pelaksanaan keteknikan, keselamatan, dan proteksi
radiasi;

pengelolaan perpustakaan, teknologi informasi dan
komunikasi, bahasa, laboratorium, sarana dan
prasarana penunjang lainnya, pengembangan karakter
dan karier; dan

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Susunan organisasi Poltek Nuklir terdiri atas:

a
b.

C.

Senat;
Direktur;
SPI; dan

Dewan Pertimbangan.
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Bagian Kedua

Senat

Pasal 6
Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
merupakan organ nonstruktural penyusun kebijakan Poltek
Nuklir yang melaksanakan fungsi penetapan dan

pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Ketiga
Direktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 7
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan

kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltek Nuklir.

Pasal 8
Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

a. Direktur dan Wakil Direktur;

b. Bagian;

c. Program Studi;

d. Pusat;

e. UPT; dan

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 9
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta

membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan



